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TENTANG .

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO |

Menimbang

Mengingat

. a.

A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 dan Pasal
54 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, serta pendayagunaan arsip secara efektif dan efisien
dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan,
khususnya arsip keuangan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ponorogo, perlu mengatur pelaksanaan Jadwal
Retensi Arsip (JRA)} Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;

bahwa Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan Pemerintah
Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada huruf a telah
mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : P.JRA/174/2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten
Ponorogo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya & Dati Il Surabaya dengan mengubah Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-
Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730};

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(1)4
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesﬂa
Nomor 4355);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 20(}9
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071};

5. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negafa
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 @tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 @tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 @ tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang
Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1282);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pedoman Retensi Arsip Keuangan;

12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2009 tentang Tata
Kearsipan Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kbupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo;

Arsip Keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangar} /

fiskal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban; '

4. Pengelolaan Arsip Keuangan adalah pengelolaan arsip kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan;

5. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan arsip atas dasar nilai guna
yang terkandung; '

6. Jadwal Retensi Arsip, yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi
sekurang — kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip
dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai
pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip;

7. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan
arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada
lembaga kearsipan,;

8. Unit Kearsipan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pencipta arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 2

Setiap Unit Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan
kegiatan Penyusutan Arsip Keuangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten
Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap Unit Kearsipan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan pengelolaan arsip
keuangan yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 21 November 2016

BUPATI PONOROGO,
ttd

Diundangkan di Ponorogo H. TIPONG MUCHLISSONI



pada tanggal 21-11-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd
AGUS PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, f

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016
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4. Dokumen Penyelesaian Keuangan Daerah : 2 Tahun Dinilai Kembali
a. Tuntutan Perbendaharaan 2 Tahun setelah tagihan | setelah hak
b. Tuntutan Ganti Rugi tuntutan perbendaharaan / dan
tuntutan kewajiban
habis

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, L
W

T
HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI



